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Zakat merupakan dana potensial jika dikelola dengan baik, amanah, 
transparan, dan bertanggung jawab. Zakat tidak hanya diberikan yang bersifat 
konsumtif namun lebih dari itu dapat dikembangkan dalam kegiatan yang bersifat 
produktif, yaitu diarahkan untuk membangun ekonomi rakyat serta meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain zakat harus diposisikan sebagai 
instrument penting dan sumber dana produktif untuk perbaikan ekonomi umat, 
namun tidak terlepas dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan tuntunan syari’ah 
yang diimplementasikan secara amanah, profesional, transparan dan bertanggung 
jawab dalam rangka memajukan kesejahtraan masyarakat terutama untuk 
mengentaskan kemiskinan dan kebodohan. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi. Untuk mendapatkan 
data lapangan, digunakan empat metode pengumpulan data, yaitu observasi, 
wawancara, angket dan dokumentasi. Data yang telah didapat dianalisa dengan 
menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan diawali pengelompokan data, 
kemudian reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota 
Makassar belum sepenuhnya optimal, walaupun BAZ telah melakukan usaha-usaha 
untuk memaksimalkan pengelolaan zakat itu, seperti sosialisasi, penjemputan zakat, 
pendistribusian dan pemanfaatan. Akan tetapi, dari data menunjukkan bahwa Badan 
Amil Zakat Kota Makassar dan pemerintah setempat belum maksimal dalam 
mengoptimalkan potensi zakat yang ada, sehingga kepuasan muzakki dalam 
membayar zakat belum terpenuhi. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Kota Makassar 
dalam pengelolaannya belum sepenuhnya dapat memaksimalkan dan 
mengoptimalkan potensi zakat demi tercapainya kepuasan muzakki dalam membayar 
zakat di Badan Amil Zakat Kota Makassar. Dengan demikian diharapkan kepada 






A. Latar BelakangMasalah 
Pembangunan telah menumbuhkan usaha-usaha ekonomi diberbagai 
sektor, baik pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, perhubungan, 
perdagangan, perindustrian maupun jasa dan sebagainya. Berkaitan dengan 
perluasan usaha ekonomi tersebut, perlu adanya penataan dalam pelaksanaan 
zakat, baik dalam penentuan sumber-sumber, cara menghimpunnya, maupun 
cara pengelolaan dan pembagiannya. 
Zakat dengan berbagai aspeknya termasuk harta yang harus dikeluarkan 
oleh orang yang berkelebihan kepada orang yang membutuhkan, karena zakat 
merupakan hak mereka yang ditetapkan oleh Allah SWT.1 
Cara pengeluaran dan pemanfaatan zakat masih belum banyak 
diketahui oleh masyarakat muslim. Sementara zakat tersebut merupakan 
ibadah penting bagi seorang muslim karena menempati urutan ketiga dalam 
rukun islam.2 
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Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun 
Islam. Zakat berasal dari baha Arab dari kata “zaka’” mengandung beberapa 
arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah, sering terjadi dan banyak 
ditemukan dalam Al Quran.3 
Zakat merupakan ibadah dan bukti ketundukan hamba kepada sang 
khaliknya, memiliki fungsi sosial yang amat besar, mampu mengentaskan 
kemiskinan bilamana dijalankan dengan sebaik-baiknya, minimal dapat 
mengurangi masalah perekonomian yang diderita oleh masyarakat golongan 
menengah kebawah. 
Sebagaiman firman Allah SWT dalam QS. At Taubah Ayat 103: 
õõ õõ‹ èè èè{ ôô ôô ÏÏ ÏÏΒ öö ööΝ ÏÏ ÏÏλ ÎÎ ÎÎ;≡ uu uuθ øø øøΒrr rr& ZZ ZZπ ss ss% yy yy‰ || ||¹ öö ööΝ èè èèδãã ãã ÎÎ ÎÎ dd ddγss ssÜ èè èè? ΝÍÍ ÍÍκÏÏ ÏÏ jj jj.tt tt“ èè èè?uu uuρ $ pp ppκÍÍ ÍÍ5 ÈÈ ÈÈ ee ee≅ || ||¹uu uuρ öö ööΝ ÎÎ ÎÎγøø øø‹nn nn= tt ttæ (( (( ¨¨ ¨¨βÎÎ ÎÎ) yy yy7 ss ss?44 44θ nn nn=|| ||¹ ÖÖ ÖÖ ss ss3 yy yy™ öö ööΝ çç ççλ °° °°; 33 33 ªª ªª! $$ $$#uu uuρ 
ìì ìì ‹ÏÏ ÏÏϑ yy yy™ íí ííΟŠÎÎ ÎÎ= tt ttæ  
Terjemahan: 
 “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. 
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. 
dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”4 
 
                                                            
3
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Ed.I Cet II, Jakarta: Kencana,2003).h. 37. 
 
4
 Al Quran dan Terjemahannya ( revisi terbaru ) Departemen Agama RI ( Semarang, CV. Asy 




Zakat meliputi zakat harta dan zakat fitrah. Zakat harta adalah bagian 
dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum)yang wajib dikeluarkan 
untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam waktu tertentu 
dalam jumlah tertentu. Sedangkan zakat fitrah yaitu pengeluaran yang wajib 
dilakukan oleh umat muslim pada malam hari raya Idul fitri.5 
Zakat harta benda meliputi, 1)zakat binatang ternak ( unta, sapi, kerbau 
dan kambing), dalam kaitannya dengan binatang ternak tersebut,syaratnya 
adalah harus ternak yang berkeliaran, mencapai umur genap satu tahun, hak 
milik sempurna serta mencapai nisab. Adapun hewan peliharaan selain unta, 
seperti sapi, kerbau dan kambing, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 2)zakat 
emas dan perak; 3)zakat biji makanan yang mengenyangkan; 4) zakat buah-
buahan; 5)zakat harta perniagaan.6  
Dari segi pengeluarannya, zakat harta benda memiliki ketentuan dan 
syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dikeluarkan, yaitu harta benda 
tersebut telah mencapai nilai tertentu, telah dimiliki seseorang selama satu 
tahun, sedang tidak dipekerjakan dipertanian atau untuk mengangkut beban 
tidak dikeluarkan zakatnya.7 
                                                            
5
 Mohammad Daud Ali, Lembaga-lembaga Islam di Indonesia,(Ed. 1, Cet. 1; Jakarta: PT 
Raja Grafindo Persada, 1995), h. 244.    
 
6




Adapun kewajiban zakat dimulai pada tahun kedua hijriah.8 Namun 
dalam hal ini ada yang mengatakan bahwa kewajiban menunaikan zakat mal    
( zakat harta benda ) pada permulaan Islam, sebelum Nabi hijrah ke Madinah. 
Sedangkan zakat badan (zakat nafs / fitr) pada tahun kedua hijriah yang 
bertepatan dengan tahun 632 M,yaitu dua hari sebelum hari raya puasa (idul 
fitri).9 
Zakat terkait dengan realokasi sumber-sumber ekonomi yang dapat 
mengangkat derajat orang-orang miskin. Mendayagunakan potensi zakat 
secara ekonomik berarti kita berfikir memanfaatkan zakat sebagai salah satu 
sumber ekonomi yang menghasilkan manfaat konsumtif dan produktif secara 
maksimal dan optimal. Juga, untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan 
ketidakberdayaan ekonomi umat serta mencegah terjadinya konsentrasi 
kekayaan pada sekelompok orang atau pemerataan ekonomi.10   
Berkaitan dengan pengelolaan Zakat, menurut penulis, masih perlu 
adanya penataan lebih lanjut terhadap pengelolan Badan Amil Zakat yang ada 
                                                                                                                                                                             
7
 Syekh Mahmuddin Nasir,  Islam: Its conceptand History, Diterjemahkanoleh Drs. Adang 
Afandi dengan judul “Islam, Konsepsi dan Sejarahnya “(Cet.II; Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya,1991), h. 91. 
 
8
 Sulaiman Rasyid,  Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap ( Cet. XXVII; Bandung: Sinar Baru 
Algesindo, 1994),h. 192. 
 
9
 Zakiah Daradjat, Dasar-Dasar Agama Islam, Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada 
Perguruan Tinggi Umum (Cet, III; Jakarta: Bulan Bintang,1993),h.211.   
 
10
 Muhammad,  Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah ( Pergulatan Melawan Kemiskinan dan 
Penetrasi Ekonomi Global) ( Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). h. 57. 
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di Makassar demi tercapainya kepuasan muzakki dan untuk lebih 
memantapkan kepercayaan Muzakki terhadap Badan Amil Zakat, baik dalam  
penentuan sumber-sumbernya, cara pengumpulannya, maupun cara 
pengelolaan dan pembagiannya.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, dapat diambil beberapa 
rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Badan Amil Zakat di kota 
Makassar? 
2. Sejauhmana kepuasan muzakki terhadap pengelolaan zakat pada 
Badan Amil Zakat kota Makassar?  
3. Bagaimana solusi upaya pengelolaan zakat untuk menumbuhkan 
kesadaran masyarakat untuk berzakat di Badan Amil Zakat kota 
Makassar? 
C. Hipotesis 
Berdasarkan rumusan masalah diatas penulis dapat menarik kesimpulan 
berupa hipotesis sebagai jawaban sementara penulis sebagai berikut: 
1. Efektivitas pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat di kota Makassar 
sudah berjalan sesuai dengan semestinya dimana pengelola amil zakat 
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menerima, mengelola, dan menyalurkan zakat sesuai dengan yang 
tercantum dalam Al Quran ( At Taubah Ayat 60): 
ϑ ‾‾ ‾‾ΡÎÎ ÎÎ) àà ààM≈ ss ss% yy yy‰ ¢¢ ¢¢Á9$$ $$# ÏÏ ÏÏ!! !!#tt tt ss ss)àà ààùù ùù= ÏÏ ÏÏ9 ÈÈ ÈÈÅÅ ÅÅ3≈ || ||¡ yy yyϑ øø øø9$$ $$#uu uuρ tt tt ÎÎ ÎÎ#ÏÏ ÏÏϑ≈ yy yyè øø øø9$$ $$# uu uuρ $ pp ppκöö öönn nn= tt ttæ ÏÏ ÏÏπ xx xx ©© ©©9xx xxσßß ßßϑ øø øø9$$ $$#uu uuρ öö ööΝ åå ååκææ ææ5θ èè èè=èè èè% † ÎÎ ÎÎû uu uuρ ÉÉ ÉÉ>$ ss ss% ÌÌ ÌÌ hh hh9$$ $$# 
tt ttÏÏ ÏÏΒÌÌ ÌÌ≈ tt ttó øø øø9$$ $$# uu uuρ † ÎÎ ÎÎû uu uuρ ÈÈ ÈÈ≅‹ÎÎ ÎÎ6 yy yy™ «« ««!$$ $$# ÈÈ ÈÈøø øø⌠ $$ $$# uu uuρ ÈÈ ÈÈ≅‹ÎÎ ÎÎ6 ¡¡ ¡¡ 9$$ $$# (( (( ZZ ZZπ ŸŸ ŸŸÒƒ ÌÌ ÌÌss ssù šš šš∅ ÏÏ ÏÏ ii iiΒ «« ««!$$ $$# 33 33 ªª ªª!$$ $$#uu uuρ íí ííΟŠÎÎ ÎÎ= tt ttæ ÒÒ ÒÒΟ‹ÅÅ ÅÅ6 yy yym  
Terjemahan: 
“ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, 
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang 
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”11. 
 
2. Tingkat kepuasan Muzakki terhadap pengelolaan amil zakat di kota 
Makassar sudah cukup baik, terbukti dengan bertambah banyaknya 
muzakki yang mempercayakan zakatnya untuk dikelola oleh amil 
zakat. 
3. Adapun solusi yang diupayakan oleh pengelola amil zakat untuk 
menumbuhkan kesadaran masyarakat berzakat di Badan Amil Zakat di 
Kota Makassar yaitu dengan meningkatkan pelayanan yang baik dan 
menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. 
 
                                                            
 
11
  Al Quran dan Terjemahannya, op. cit., h.288. 
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D. Pengertian Judul 
Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian yang 
sebenarnya dari judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa kata 
dalam judul skripsi ini. 
“Efektivitas” dari kata dasar efektif yang artinya berdayaguna, 
ditempatkan sesuai dengan tempatanya sedangkan pengertian efektivitas yaitu 
pengaruh atau pemberian manfaat kepada sesuatu agar sesuai dengan 
tempatnya.12 
“Pengelolaan” adalah proses, cara, perbuatan mengelola; proses 
melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; proses 
yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang 
memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan 
kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.13 
“Badan Amil Zakat” yaitu suatu lembaga atau organisasi yang 
melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, 
menyimpan, pencatatan dan penyaluran zakat kepada mustahiq.14 
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 Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Cet.I.  Juli 1997. h. 147. 
 
13
 Ibid.,h. 305. 
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 “ Kepuasan” adalah suatu perasaan lega, merasa senang, tidak ada yang 
harus disesali. 
“Muzakki” adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban 
mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai 
nisab dan haulnya. Dalam UU No. 38 tahun 1999 muzakki adalah orang atau 
badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. 
Syarat wajib muzakki: muslim, berakal, baligh, milik sempurna, cukup nisab, 
cukup haul.15 
Berdasarkan beberapa pengertian kata penting dalam judul tersebut, 
penulis memberikan pengertian secara umum, bahwa judul ini membahas 
tentang efektifnya pengelolaan badan amil zakat yang dapat mempengaruhi 
kepuasan Muzakki yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas dan 
transparansi pengelolaan di dalam badan amil zakat di kota Makassar. 
E. Tinjauan Pustaka 
Pembahasan skripsi ini mengemukakan tentang “ Efektivitas 
Pengelolaan Badan Amil Zakat yang dapat berdampak pada kepuasan Muzakki 
untuk menyalurkan zakatnya di Badan Amil Zakat kota Makassar”. Setelah 
mempelajari  berbagai referensi dan literatur yang berkaitan dengan 
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 Andri Soemitra,  Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah,( Cet. I; Jakarta: Kencana 





pembahasan ini maka penulis mengemukakan beberapa sumber referensi 
sebagai acuan penulisan yaitu diantaranya: 
1. Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi 
Manajemen zakat, Jakarta:2007. Merupakan acuan bagi Badan atau 
Lembaga Amil Zakat seluruh indonesia. Bagaimana konsep dan arah 
pemberdayaan, bagaimana perencanaan sebagai fungsi pokok manajemen, 
kemudian organisasi pengelola zakat dari tingkat pusat,daerah tingkat 
provinsi, daerah kabupaten dan kecamatan.  
2. Andri Soemitra,  Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah,Cet. I; Jakarta: 
Kencana Prenada Media Group, 2009 membahas tentang beberapa 
pengertian dalam dunia perbankan syariah dan membahas tentang 
pengelolaan zakat dan mekanisme pengelolaan zakat dan beberapa kendala 
yang dihadapi para amil zakat dalam mengelola zakat serta membahas 
berbagai permasalahan badan amil zakat di Indonesia. 
3. Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, cet.v, Jakarta, PT, Mizan Pustaka, , 1998. 
Yang diterjemahkan dari bahasa Arab oleh Dr. Salman Harun, Drs. Didin 
Hafidhuddin dan Drs. Hasanuddin. Merupakan studi komparatif status dan 
filsafat zakat berdasarkan Quran dan hadis. Buku ini membahas lengkap 
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berbagai permasalahan dan hukum-hukum zakat secara umum serta 
termasuk didalamnya membahas perbedaan antara zakat dan pajak. 
4. H. Mohammad Daud Ali, S.H. dan Hj. Habibah Daud,S.H. Lembaga-
Lembaga Islam di Indonesia, Ed. 1, Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada,1995. Buku ini merupakan pengembangan catatan kuliah 
Lembaga-lembaga Islam di fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik 
Universitas Indonesia. Karena sudah lama dan sebagian besar tulisan ini 
telah mengendap menjadi “pendapat pribadi”, agak sulit menelusuri 
kembali kepustakaan yang dulu dipergunakan. Buku ini membahas 
lembaga-lembaga yang bernaung dibawah bendera islam yang secara 
spesifik membahas secara khusus pengelolaan zakat di Indonesia.  
5. Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq, Pedoman Zakat, Cet. X Ed.II. 
Semarang; PT. Pustaka Rizki Putra, 2006.Buku ini terdiri dari dua bagian 
pembahasan yaitu mengenai zakat harta dan zakat fitrah serta masalah-
masalah  zakat dan rupa-rupa sadaqah dimana isinya merupakan kumpulan 
beberapa ayat dan hadis yang membahas zakat dan yang terkait 
dengannya.   
6. Amir Syarifuddin, Garis-Garis besar Fiqh, Ed.I Cet II, Jakarta: 
Kencana,2003. Buku ini merupakan digunakan sebagai bahan kuliah mata 
pelajaran fiqh pada Kolej Islam Muhammadiyah Singapore. Disusun 
11 
 
secara ringkas, sederhana dan dalam garis-garis besar, bukan dalam bentuk 
terinci dan mendalam. 
7. Yusuf Qardawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan.  Cet. I; Jakarta: 
Gema Insani Press 1995. Buku ini secara rinci memaparkan berbagai 
persepsi yang berkembang dalam sejarah kehidupan manusia tentang 
kemiskinan dan khususnya dari perspektif Islam. Dalam hal ini, buku ini 
membahas tentang kewajiban pemerintah dalam mengelola zakat dan 
menjelaskan beberapa dalil Al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang 
memperkuatnya. 
8. Selain mengambil referensi dari buku, penulis juga mengutif literatur dari 
majalah dan beberapa media elektronik. 
Setelah mempelajari sumber-sumber referensi tersebut di atas sebagai 
acuan penulis, tapi belum menemukan referensi yang membahas secara 
terperinci tentang efektivitas dan  pengelolaan zakat yang berdampak pada 
kepuasan muzakki dalam membayar zakat melalui badan amil zakat.  
F. Tujuan Dan Kegunaan  
Tujuan dari penulisan skripsi adalah: 
1.  Untuk mengetahui secara pasti tentang sejauh mana efektivitas 
pengelolaan BAZ di kota Makassar terhadap kepuasan Muzakki agar 
12 
 
diwaktu yang akan datang timbul kepercayaan yang dalam kepada 
muzakki kepada BAZ dalam menyalurkan zakatnya. 
2. Dengan pengelolaan yang baik para Muzakki akan timbul rasa 
kepercayaan kepada Baz dalam penyaluran zakat tanpa harus  
menyalurkannya sendiri kepada Mustahiq. 
Sedangkan Kegunaannya adalah: 
1. Bagi Penulis  
Sebagai salah satu syarat mendapat gelar sarjana (S1) pada Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan 
juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat 
mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 
Fakultas Syari’ah dan Hukum jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar, selain itu penulis dapat membandingkan 
antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan. 
2.  Bagi Instansi Terkait 
Penelitian merupakan syarat yang wajib bagi penulis dalam 
menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian ini dan 
hasilnya diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak-pihak 
terkait dengan permasalahan khususnya lembaga amil zakat, dengan 
demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat. 
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3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan  
Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding 
bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Di 
samping itu, guna meningkatkan keterampilan, memperluas wawasan 
yang akan membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki dunia 
kerja.  
G. Garis-Garis Besar Isi 
Skripsi ini terdiri dari V Bab, untuk memudahkan pembaca dalam 
memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa 
garis garis besar isi skripsi. 
Sebagaimana lazimnya dalam penulisan skripsi bab 1 adalah 
pendahuluan diawali dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul 
permasalahan yang berhubungan dengan skripsi, diikuti dengan permasalahan 
yang berkaitan dengan judul pembahasan disertai dengan hipotesis dan 
pengertian kata kata yang terdapat dalam judul. Dalam bab ini pula diuraikan 
tujuan dan kegunaan penilitian,serta garis garis besar isi skripsi. 
Selanjutnya pada bab II  menguraikan kajian pustaka yang meliputi 
kajian tentang konseptualisasi   sarana  dan   prasarana   zakat   yang   meliputi,
pengertian Badan  Amil Zakat dan  pengelolaannya, pengertian muzakki dan 
pemenuhan kepuasan  membayar zakat,beberapa alternatif pengelolaan badan 
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amil zakat yang telah di atur di Indonesia serta kendala-kendala yang dihadapi 
badan amil zakat dalam pengelolaan zakat. 
Pada bab III,penulis menguraikan metode penulisan yang digunakan 
dalam skripsi ini, meliputi pemaparan populasi dan sampel penelitian, 
instrument penelitian, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. 
Pada bab IV, memuat analisa dan hasil penelitian yang berdasarkan 
pada permasalahan yang telah diangkat sebelumnya dan analisa dari berbagai 
buku dalam bentuk library research dan field research. 
Pada bab V, memuat penutup dari seluruh rangkaian isi tulisan yang 
















A. Defenisi Zakat dan Badan Amil Zakat 
1. Zakat 
Perkataan zakat berasal dari kata zaka, artinya tumbuh dengan subur. 
Makna lain dari zaka, sebagaimana digunakan dalam Al Quran adalah suci dari 
dosa. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat diartikan dengan suci, 
tumbuh dan berkembang, serta berkah. Jika pengertian ini dihubungkan dengan 
harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan tumbuh 
berkembang, bertambah karena suci dan berkah ( membawa kebaikan bagi 
hidup  dan kehidupan yang punya harta).16 
Kata “zakat” juga berarti yang mensucikan dan yang menumpuk. Semua 
sumber asli kekayaan matahari, bulan, bintang, bumi, awan pembawa hujan, 
angin yang menggerakkan awan, dan serbuk adalah gejala alam yang 
merupakan karunia Allah kepada seluruh umat Manusia. Kekayaan yang 
dihasilkan dari penggunaan keahlian dan kerja manusia pada sumber daya  
yang telah disediakan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan kesenangannya. 
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 Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia, (Ed.1, 




Dan manusia berhak atasnya, sejauh yang diakui oleh agama islam. Oleh 
karena itu dari kekayaan yang dihasilkan, ada tiga pihak yang berhak atasnya, 
yaitu: pekerja terdidik maupun yang tidak terdidik, pemilik modal, dan 
masyarakat yang mewakili umat manusia. Bagian masyarakat dalam kekayaan 
yang dihasilkan, disebut zakat. Sesudah kekayaan ini disisihkan untuk 
kesejahteraan masyarakat, sisanya yang telah disucikan boleh dibagikan 
kepada sisa kelompok yang punya hak atasnya.17 
Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, 
berkah. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk 
mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, 
diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.18 
Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun 
Islam. Secara arti kata zakat berasal dari baha Arab dari kata “zaka’” 
mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. 
Yang sering terjadi dan banyak ditemukan dalam Al Quran.19 
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 M.A. Maanan, Islamic Economics, Theory and Practice, (Yogyakarta:PT. Dana Bhakti 
Prima Yasa:1997), h. 256. 
 
18
 Andri Soemitra,  Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah,( Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2009), h. 403. 
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Menurut beberapa ulama fiqh, didalam AlQuran kata zakat disebutkan 
sebanyak 32 kali dan sebagian besar beriringan dengan kata shalat. Bahkan 
jika digabung dengan perintah untuk memberikan infak, sedekah untuk 
kebaikan dan memberi makan fakir miskin maka jumlahnya mencapai 115 
kali.20 
Salah satu ayat Al Quran yang membahas mengenai kewajiban seorang 
muslim mengeluarkan zakat yaitu QS.Al Muzammil ayat 20: 
(( (( (( ((#ρ ââ ââtt tt øø øø% $$ $$ ss ssù $ tt ttΒ uu uuœœ œœ£ uu uuŠ ss ss? çç ççµ ÷÷ ÷÷Ζ ÏÏ ÏÏΒ 44 44 (( ((#θ ãã ããΚŠÏÏ ÏÏ% rr rr&uu uuρ nn nnο44 44θ nn nn= ¢¢ ¢¢Á9$$ $$# (( ((#θ èè èè?#uu uuuu uuρ nn nnο 44 44θ xx xx.¨¨¨¨“9$$ $$# (( ((#θ àà ààÊ ÌÌ ÌÌøø øø% rr rr&uu uuρ ©© ©©!$$ $$# $  Ê öö ööss ss% $ YY YYΖ || ||¡ yy yym 44 44 $ tt ttΒ uu uuρ (( ((#θ ãã ããΒÏÏ ÏÏ dd dd‰ ss ss) èè èè? 
/ää ää3 ÅÅ ÅÅ¡ àà ààΡLL LL{ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒ 99 99 öö ööyy yyz çç ççνρ ßß ßß‰ ÅÅ ÅÅg rr rrB yy yy‰Ζ ÏÏ ÏÏã «« ««! $$ $$# uu uuθ èè èèδ # ZZ ZZöö öö yy yyz zz zzΝss ssà ôô ôôãrr rr&uu uuρ #\\ \\ ôô ôô_ rr rr& 44 44 (( ((#ρ ãã ãã ÏÏ ÏÏøø øøó tt ttGóó óó™ $$ $$#uu uuρ ©© ©©!$$ $$# (( (( ¨¨ ¨¨βÎÎ ÎÎ) ©© ©©!$$ $$# ÖÖ ÖÖ‘θ àà àà xx xxî 
77 77Λ ÏÏ ÏÏm §§ §§‘  
 
Terjemahannya: 
……“Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan Dirikanlah 
sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah 
pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk 
dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai 
balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan 
mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang”21. 
 
                                                            
20Andri Soemitra, loc. cit,. 
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 Al Quran dan Terjemahannya ( revisi terbaru ) Departemen Agama RI ( Semarang, CV. 




Jika dirumuskan, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan 
oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat 
tertentu itu adalah nisab (jumlah minimum harta kekayaan yang wajib 
dikeluarkan zakatnya), haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang 
wajib mengeluarkan zakat hartanya), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat 
yang harus dikeluarkan). Menurut Al Hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, 
ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu’az bin Jabal ke Yaman untuk 
mewakili bliau menjadi gubernur disana, antara lain Nabi menegaskan bahwa 
zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan 
kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.22 
Zakat merupakan harta yang diambil dari amanah harta yang dikelola 
oleh orang kaya, yang ditransfer kepada kelompok fakir dan miskin serta 
kelompok lain yang telah ditentukan dalam Al Qur’an yang lazim disebut 
kelompok muztahiq. Dalam istilah ekonomi, zakat adalah merupakan tindakan 
transfer of income (pemindahan kekayaan) dari golongan yang kaya (agniya / 
the have) kepada golongan yang tidak berpunya (the have not). Pengalihan 
kekayaan, berarti pengalihan sumber-sumber ekonomi. Tindakan pengalihan 
mengubah sifat zakat dari yang dogmatis menjadi ekonomis, terutama ketika 
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dana zakat dimobilisasi sedemikian rupa untuk kepentingan ekonomi 
produktif.23  
Zakat secara umum terdiri dari dua macam, yaitu: pertama, zakat yang 
berhubungan dengan jiwa manusia (badan), yaitu zakat fitrah dan kedua, zakat 
yang berhubungan harta (zakat mal). 
a. Zakat Harta (Mal) 
Zakat harta adalah bagian harta yang disishkan oleh seorang muslim 
atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama 
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.24 
Adapun syarat-syarat harta yang wajib dizakati itu adalah sebagi 
berikut: 
a) Milik penuh, kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah: Dialah yang 
menciptakannya dan mengaruniakannya kepada manusia. Oleh karena 
itu Quran memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan 
menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya 
yaitu Tuhan. Tetapi, disamping bahwa Allah swt adalah pemilik 
kekayaan itu yang sebenarnya, Dia memberi hamba-hambaNya  
kekayaan itu. Maksudnya adalah untuk menghormati, hadiah, ataupun 
                                                            
23
 Muhammad,  Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah ( Pergulatan Melawan Kemiskinan dan 
Penetrasi Ekonomi Global) ( Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009 ), h. 55. 
   
24
 Andri Soemitra, op.  cit, h. 410. 
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cobaan kepada manusia, agar dapat merasakan bahwa mereka dihormati 
oleh Allah swt sehingga dijadikannya KhalifahNya dan agar memiliki 
rasa tanggung jawab tentang apa yang dikaruniakan dan dipercayakan 
kepada mereka. Bagaimanapun yang dimaksud milik penuh disini 
bukanlah pemilik sesungguhnya tetapi pengertian pemilik disini adalah 
penyimpanan, pemakaian, dan pemberian wewenang yang diberikan 
Allah kepada manusia. Yang dimaksud dengan pemilkan penuh disini 
yaitu manusia itu lebih berhak menggunakan dan mengambil manfaat 
sesuatu daripada orang lain. 
b) Berkembang, menurut ahli-ahli fiqh, berkembang menurut terminologi 
berarti bertambah. Menurut pengertian istilah terbagi jadi dua, yaitu: 
bertambah secara konkrit yaitu bertambah akibat pembiakan dan 
perdagangan dan sejenisnya, dan bertambah tidak secara konkrit yaitu 
kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun 
ditangan orang lain atas namanya. 
c) Cukup Senisab, islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa besar 
kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberi 
ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam fiqih disebut nisab. 
d) Lebih dari kebutuhan biasa, yang dimaksud disini hanyalah lebih 
daripada kebutuhan rutin. Oleh karena kebutuhan manusia 
21 
 
sesungguhnya banyak sekali yang bisa tidak terbatas, terutama masa 
kita sekarang. 
e) Bebas dari hutang, bila pemilik harta mempunyai hutang yang 
menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, maka zakat tidaklah 
wajib. 
f) Berlalu Setahun, maksudnya adalah  bahwa pemilikan yang berada 
ditangan si pemilik sudah berlalu masanya duabelas bulan Qamariyah. 
Persyaratan ini hanya berlaku terhadap buat ternak, uang, dan harta 
benda dagang yaitu yang dapat dimasukkan dalam kedalam istilah ” 
zakat modal”.25 
b. Zakat Fitrah/Fidyah 
Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan 
pada bulan ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang 
ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari dalam 
hari Raya Idul Fitri.26 
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 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat ( Studi Komfaratif Mengenai Status dan Filsafat Zakat 
Baerdasarkan Al Quran dan hadis) diterjemahkan dari bahasa Arab oleh  Salman Harun, Didin 
hafidhuddin dan  Hasanuddin ( Cet. V; Jakarta: PT Mizan Pustaka,1999), h. 125. 
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2. Badan Amil Zakat 
Yang dimaksudkan Amil zakat ialah, mereka yang melaksanakan segala 
kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara 
dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang 
mencatat keluar masuknya zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. 
Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan 
tidak diambil dari selain harta zakat. 
Perhatian Quran dengan nashnya terhadap kelompok ini dan 
dimasukkannya dalam kelompok mustahik yang delapan, yang berada setelah 
fakir dan miskin sebagai sasaran zakat yang pertama dan utama. Semua ini 
menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya 
diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas Negara. Negara 
wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat 
yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung, dan 
sebagainya. Zakat mempunyai anggaran khusus yang dikeluarkan daripadanya 
gaji para pelaksananya.27 
Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau 
pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin untuk memperoleh 
haknya yang ada pada harta-harta orang kaya. Perintah ini berasal dari Allah 
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SWT kepada Nabi Muhammad SAW, agar Nabi memungut zakat dari harta 
orang-orang kaya (QS At Taubah ayat 103).28 
Pengelolaan zakat oleh pemerintah mempunyai hikmah antara lain: 
Pertama: zakat merupakan income negara guna untuk mensejahterakan rakyat. 
Yang menjadi alasannya adalah karena kedudukan fuqara dan masakin 
itu sangat penting dalam islam sebagai prioritas. Menurut pandangan 
ulama ahli fiqh, pemerintah tidak boleh menarik (pungutan) selain zakat 
(misalnya pajak), jika zakat itu masih mencukupi untuk memenuhi 
kebutuhan operasional negara. Imam Nawawi juga pernah 
memperbincangkan masalah pajak, dan menurutnya pajak adalah 
pemerasan dan dianggap penghisapan darah rakyat yang melanggar 
ketentuan Tuhan. 
Kedua: dengan zakatlah pemerintah bisa menyiapkan lembaga pembiayaan 
untuk kepentingan kesejahteraan umat. Dana yang terkumpul dari zakat 
sedemikian besar hingga triliyunan rupiah dan tentu saja dapat 
meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka secara ototmatis pula 
pemerintah bisa lebih berwibawa dimata rakyatnya. 
Ketiga: adanya pengelolaan zakat yang terkoordinasi langsung oleh 
pemerintah, maka proses distribusi zakat menjadi lebih terarah dan tidak 
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ada overlapping (tumpang tindih), seperti memberikan zakat pada 
mustahiq lain belum mendapat bagian sama sekali. Berdasrkan kaidah 
Ushul Fiqh yang menyatakan bahwa “ kebijakan pemerintah tergantung 
pada tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.” Dengan begitu, 
kesejahteraan rakyat menjadi prioritas.29  
Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat pada Bab 
III Pasal 6 dan 7 menegaskan bahwa Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia 
terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh 
pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. 
Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh 
pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas 
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 
ketentuan agama. Yaitu sebagai berikut:30 
a. Pembentukan BAZ merupakan hak otoritatif pemerintah, sehingga 
hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat 
nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki 
hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informative. 
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Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya 
masing-masing, yaitu: 
a) Nasional dibentuk oleh presiden atau usul menteri; 
b) Daerah provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor 
wilayah departemen agama provinsi; 
c) Daerah kabupaten atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau 
wali kota atas usul kepala kantor departemen agama atau kota; 
dan 
d) Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan 
agama kecamatan. 
b. Pengurus dan Unsur Organisasi BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan 
pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Unsur dari masyarakat 
ini lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 
Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 
1999, yaitu unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendekia, tokoh 
masyarakat, dan tenaga professional (Pasal 2 ayat 2). 
Sedangkan organisasi BAZ terdiri atas, unsur pelaksana, pertimbangan, 
dan pengawas, yaitu: 
a) Badan pelaksana terdiri dari atas seorang ketua umum, beberapa 
orang sekretaris umum, beberapa orang sekretaris, seorang 
26 
 
bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi 
pendayagunaan, dan visi pengembangan. 
b) Dengan pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, 
seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 
10 (sepuluh) orang anggota. 
c) Komisi pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, 
seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 
10 (sepuluh) orang anggota. 
d) Masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) 
tahun (Pasal 13 Keputusan Menteri Agama).31 
c. Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya Badan Amil Zakat memiliki 
kewajiban yang harus dilaksanakan, yaitu: 
a) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah 
dibuat. 
b) Menyusun laporan tahunan, yang di dalamnya termasuk laporan 
keuangan. 
c) Memublikasikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh 
akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang berwenang 
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melalui media massa sesuai dengan tingkatannya, selambat-
lambatnya enam bulan setelah tahun buku terakhir. 
d) Menyerahkan laporan tersebut kepada pemerintah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat  sesuai dengan tingkatannya. 
e) Merencanakan kegiatan tahunan. 
f) Mengutamakan pendistribusian dan pendayagunaan dari dana zakat 
yang diperoleh di daerah masing-masing sesuai dengan tingkatannya, 
kecuali BAZ nasional dapat mendistribusikan dan mendayagunakan 
dana zakat kesuluruh wilayah Indonesia. 
d. Pembubaran BAZ, Badan Amil Zakat dapat ditinjau ulang 
pembentukannya, apabila tidak melaksanakan kewajiban seperti telah 
diuraikan pada poin c. Mekanisme peninjauan ulang terhadap BAZ 
tersebut melalui tahapan sebagai berikut: 
a) Diberikan peringatan secara tertulis oleh pemerintah sesuai dengan 
tingkatannya yang telah membentuk BAZ. 
b) Bila peringatan telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak ada 
perbaikan, maka pembentukan dapat ditinjau ulang dan pemerintah 
dapat membentuk kembali BAZ dengan susunan pengurus yang 
baru.32 
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B. Muzakki dan Pemenuhan Kepuasan Muzakki 
Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban 
mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai 
nisab dan haulnya. Dalam UU No. 38 Tahun 1999 muzakki adalah orang atau 
badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat . 
Syarat wajib muzakki: muslim, berakal, baligh, milik sempurna, cukup nisab, 
cukup haul. 33 
Sehubungan dengan itu, para ulama berpendapat bahwa seorang imam 
harus mengutus seorang kolektor untuk mengumpulkan zakat. Sebab Nabi saw 
dan para khalifah sesudah bliau melakukannya. Selain itu, sementara orang 
kaya tidak mengetahui apa kewajiban mereka dan adapula yang kikir. Oleh 
sebab itulah,dikirimkan kolektor kepadanya untuk memungut zakat.34  
 Para pemilik harta diminta membantu dan bekerja sama dengan para 
kolektor agar tugas mereka terlaksana dengan baik. Kalangan wajib zakat pun 
diharapkan menunaikan   kewajiban  dengan  baik tanpa menyembunyikan atau
memanipulasi jumlah harta mereka. Inilah yang diperintahkan oleh Nabi saw 
dan para sahabat beliau yang mulia. 
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Diriwayatkan oleh Al Baihaqy dari Ibnu Umar: 
 	أ و    آأ ا  و  ا    ا!دا 
  )$ ا $ %&ا اور( 
Artinya: 
“ Berilah zakat-zakat kepada orang yang telah dijadikan Alllah 
pengendali urusanmu. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikan itu 
untuk dirinya. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya itu atas 
dirinya.” 
 
Dari penjelasan hadis diatas, Rasulullah memerintahkan kita untuk 
menyerahkan zakat kepada orang-orang yang telah diberi tugas untuk 
memungut zakat itu dan Allah menyediakan pahala kepada mereka yang 
berbuat baik dan menyediakan siksa neraka bagi mereka yang berbuat dosa. 
Allah SWT dalam QS. Al- Isra: 100: 
≅ èè èè% öö ööθ ©© ©©9 öö ööΝ çç ççFΡrr rr& tt ttβθ ää ää3 ÎÎ ÎÎ=ôô ôôϑ ss ss? tt ttÉÉ ÉÉ!! !!# tt tt“yy yyz ÏÏ ÏÏπ yy yyϑôô ôôm uu uu‘ þþ þþ’ ÎÎ ÎÎ nn nn1 uu uu‘ #]] ]]Œ ÎÎ ÎÎ) ÷÷ ÷÷Λää ää õõ õõ3 || ||¡ øø øøΒ````{ ss ssπ uu uu‹ ôô ôô± yy yyz ÉÉ ÉÉ−$ xx xxΡMM MM}$$ $$# 44 44 tt ttβ% xx xx.uu uuρ ßß ßß≈|| ||¡ΡMM MM}$$ $$# #YY YY‘θ çç ççG ss ss%   
Artinya: 
“Katakanlah: "Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan-
perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu 
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Diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas r.a. : 
 ﺱو $ ا   ا ل!ﺱ ل +,ر نا : /0 % 1!ﺱر ا ةآ3ا /یدأاذا
 !ﺱرو ل ا ا : ل% : ﻥ , ا  /0  % ل!ﺱر ا 8یدااذا ا
 !ﺱرو , ه,أ 1و .   $ 	او ) ;ﻥأو<أ اور( 
Artinya: 
”Sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah saw.: “ 
Apakah bila saya telah berikan zakat kepada utusan, terlepaslah saya 
dari kewajiban zakat kepada Allah dan RasulNya”? Nabi Saw. 
Menjawab :” Benar, apabila telah kamu berikan kepada utusan, 
terlepaslah engkau terhadap Allah dan RasulNya. Engkau memperoleh 
pahalanya dan dosanya atas mereka yang menukar-nukarkannya .” 36 
 
Demikian pula sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sa’id Ibn 
Manshur dari Suhail r.a : 
 =   =%ﻥ ى$ ?8,ا , ةآ3ا بAﻥ /B ی , أ  ﺱ / C
 صو , ةیه أو ﺱ أو $ و : و  نEا ا دأ وأ أ نأ
 نEا ا دأ نأ ,  . <أ  F$ G8< ) $ر!A ا ﺱ
Hﺱ( 
Artinya: 
“Telah berkumpul padaku nafkah, yang padanya ada zakat, yakni telah 
sampai nisab zakat, maka aku bertanya kepada Sa’ad Ibnu Abi 
Waqqash, Ibn Umar, Abu Sa’id Al Khudry, Abu Hurairah, kataku: 
Apakah aku membaginya atau berikan kepada penguasa? Semua 
mereka menyuruh aku memberikan kepada penguasa. Seorangpun tak 
ada di antaranya yang menyuruh aku membaginya sendiri”.37 
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 Yusuf Qardawi, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. op.  cit.,h. 109.  
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 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieq,  Pedoman Zakat,( Cet. X Ed.II. Semarang; PT. 
Pustaka Rizki Putra, 2006)  
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 Dari penjelasan hadis tersebut, penulis menyimpulkan bahwa 
pengelolaan zakat diwajibkan kepada pemerintah dan melarang muzakki untuk 
membagikan sendiri zakatnya. 
 Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 
pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat 
adalah muzakki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil.38  
Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh badan amil dalam rangka 
pemenuhan kepuasan muzakki dalam membayar zakat di badan amil zakat 
yaitu sebagaimana telah diatur dalam UU No.38 tahun 1999 tentang 
pengelolaan zakat, pasal 6 s/d pasal 10: 
Pasal 6: 
1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk 
oleh pemerintah. 
2) Pembentukan badan amil zakat: 
a. Nasional oleh Presiden atau usul Menteri; 
b. Daerah propinsi oleh gubernur atau usul kepala kantor wilayah 
departemen agama provinsi; 
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c. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau walikota atas 
usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; 
d. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama. 
3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang 
bersifat koordinatif, konsulatif, dan informatif. 
4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan 
pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. 
5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur 
pengawas, dan pelaksana. 
Pasal 7: 
1) Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah. 
2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh menteri. 
Pasal 8: 
Badan amil zakat sebagaimana dimaksud pasal 6 dan lembaga amil 
zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai tugas pokok 
mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai 




Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil 
zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya. 
Pasal 10: 
Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan 
amil zakat ditetapkan dengan keputusan Menteri.39 
Dari beberapa pasal diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
kepuasan muzakki membayar zakat melalui badan amil zakat dapat terpenuhi 
setelah badan amil zakat menjalankan peraturan-peraturan tersebut diatas. 
Jika dikelola dengan profesional, zakat diyakini mampu mengatasi 
semua bentuk kemiskinan yang melanda negeri ini. Dinamika aktivitas 
organisasi pengelola zakat juga telah berdampak pada perubahan perilaku 
berzakat masyarakat Indonesia. Jika pada tahun 1997 masyarakat yang 
membayar zakatnya melalui institusi formal kurang dari 3% maka pada akhir 
tahun 2006 jumlah meningkat tajam, hampir mencapai 20%. Hal ini juga 
ditunjukkan oleh akumulasi penghimpunan dana yang diperoleh organisasi 
zakat formal. Jika pada tahun 1997 akumulasi total yang dihimpun organisasi 
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zakat formal hanya mencapai 150 Milyar, maka pada akhir tahun 2006 sudah 
mencapai 800 Milyar.40  
Dari hasil penelitian diatas dapat penulis menyimpulkan bahwa 
kepuasan muzakki telah terpenuhi dalam pengelolaan zakat pada amil zakat 
dalam beberapa tahun terakhir. 
Setiap lembaga pengelola zakat dalam operasional kegiatannya perlu 
menerapkan prinsip kerja lembaga yang intinya tercermin dalam tiga kata 
kunci yaitu: 
1. Amanah  
Amanah adalah memiliki sifat jujur, dapat dipercaya dan bertanggung 
jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah merupakan syarat mutlak 
yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Sebaik apapun sistem ekonomi 
yang ada, akan hancur apabila pelakunya tidak memiliki sifat amanah.  
2. Profesional 
Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara 
pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban 
suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, penuh 
kreativitas dan inovatif. 
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Transparan adalah sifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan 
semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan 
kegiatan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat 
diciptakannya suatu system kontrol yang baik, karena tidak hanya 
melibatkan pihak intern tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti 
muzakki maupun masyarakat luas.41 
Dalam rangka pemenuhan kepuasan muzakki, amil zakat harus 
menerapkan delapan sistem pengelolaan, yaitu sebagai berikut: 
1. Tersistem dan Procedural 
Sebagai sebuah lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan 
ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis, sehingga 
keberlangsungan lembaga tidak bergantung kepada figur tertentu 
melainkan tergantung sistem. 
2. Manajemen Terbuka  
Sebagai suatu lembaga publik, lembaga pengelola zakat sudah selayaknya 
menerapkan manajemen terbuka yaitu adanya hubungan timbal balik 
antara pengelola zakat dengan masyarakat. 
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3. Mempunyai Rencana Kerja 
Rencana kerja disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan 
sumber daya manusia lembaga. Dengan dimillikinya rencana kerja, maka 
aktifitas lembaga pengelola zakat menjadi terarah. 
4. Mempunyai Komitmen Penyaluran 
Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada 
suatu mekanisme yang jelas, salah satunya adalah dibentuknya komite 
penyaluran. Tugas dari komite ini adalah melakukan penyeleksian 
terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. 
5. Memiliki Sistem Akuntansi dan Manajemen Keuangan 
Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, lembaga 
pengelola zakat harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan 
yang baik meskipun sederhana, dalam rangka pertanggungjawaban 
keuangan lembaga tersebut. 
6. Diaudit   
Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya suatu 
lembaga pengelola zakat sudah menjadi keniscayaan, baik oleh auditor 





7. Publikasi  
Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai 
bagian dari pertanggung jawaban dan transparannya pengelola. 
8. Komitmen Perbaikan Terus menerus 
Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukan peningkatan dan 
perbaikan terus menerus tanpa henti. Oleh karena itu agar tidak dilindas 
zaman, kita perlu mengadakan perbaikan manajemen pengelolaan zakat 
secara terus menerus sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan 
meliputi jasa pelayanan, SDM dan lingkungan melalui sistim Total Quality 
Manajemen (TQM) yang berlandaskan pada usaha peningkatan kualitas 
sebagai strategi usaha dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan 
(muzakki, mustahiq dan masyarakat) dengan melibatkan seluruh unsur 
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C. Beberapa Alternatif Bentuk Pengelolaan Badan Amil Zakat 
Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta 
pendayagunaan zakat. Optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan 
pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu 
mengelola zakat secara tepat sasaran.43 
a. Pengelolaan Keuangan Zakat 
Dalam pengelolaan keuangan zakat prinsip dasar yang harus dipatuhi 
adalah bagaimana pengelolaan zakat yang sesuai dengan prinsip syari’ah 
Islam, bagaimana mempertanggungjawabkan kepada mustahiq dan muzakki, 
bagaimana memberdayakan zakat secara tepat, bagaimana kebutuhan dana 
dapat terantisipasi dini dan keamanan zakat yang terkumpul bisa terjamin 
keamanannya. Oleh sebab itu dalam pengelolaan keuangan zakat lembaga 
pengelola zakat harus dapat memfungsikan manajemen keuangan yaitu: 
1. Membuat perencanaan atau menyusun rencana kegiatan dan anggaran 
tahunan (RKAT) atau budgeting yang meliputi beberapa dana yang 
diharapkan terhimpun beserta sumber dan strategi memperolehnya, 
berapa jumlah dana yang akan disalurkan dan berapa jumlah orang atau 
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lembaga yang akan menerimanya, serta saldo minimum yang harus 
tersedia sebagai cadangan untuk paling tidak setiap bulannya. 
2. Membuat panduan berupa kebijakan umum dan petunjuk teknis terkait 
dengan pengelolaan  dana yang akan dilaksanakan lembaga. Panduan ini 
harus mencakup penghimpunan, penyaluran dan saldo dana.  
3. Melakukan pengendalian dalam penghimpunan, penyaluran, dan saldo 
dana. Dengan pengendalian memadai diharapkan syari’ah terlaksana 
dengan baik, pembatasan dari muzakki atau donatur terpenuhi, dan 
terwujudnya efesiensi dan efektivitas dana. 
4. Anggaran mempuyai karakteristik sebagai berikut: 
1) Dinyatakan dalam satuan uang atau moneter. 
2) Umumnya mencakup kurun waktu satu tahun. 
3) Mengandung komitmen manajemen, artinya bahwa dengan adanya 
manajemen setuju untuk menerima tanggung jawab mencapai sasaran 
yang ditetapkan dalam anggaran. 
4) Usulan anggaran ditinjau dan disetujui oleh pejabat yanglebih tinggi 
dari pelaksana anggaran. 
5)  Anggaran yang disetujui hanya dapat diubah dalam keadaan khusus. 
6) Secara berkala dilakukan pembandingan antara realisasi dengan 
anggaran. Pembandingan ini untuk mengetahui apakah ada varian atau 
40 
 
penyimpanan. Apabila ada, maka varian atau penyimpanan tersebut 
dianalisa dan dijelaskan. 
5. Anggaran Kas, untuk pengelolaan zakat, anggaran yang paling penting, 
terkait dengan pengelolaan keuangan adalah anggaran kas. Hal ini 
didasarkan pada pertimbangan bahwa tugas pokok pengelola zakat 
ditinjau dari aliran dana, seperti diuraikan diatas, adalah penghimpun dan 
penyalur dana. Dana ini umumnya dalam bentuk kas. Sehingga dapat 
dikatakan tugas pokok pengelola zakat adalah menghimpun dan 
menyalurkan kas.44  
Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk 
mustahik dapat dilakukan dalam dua pola yaitu: 
1) Konsumtif, program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara 
konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para 
mustahik melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga 
yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat 
ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat.45  
Pemberdayaan zakat secara konsumtif dibagi dalam dua bagian yaitu: 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 
Direktorat Pemberdayaan Zakat, op.  cit,  h.99-103. 
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 Andri Soemitra, op. cit.,  h.426. 
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a. Konsumtif Tradisional, zakat dibagikan kepada mustahiq secara 
langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian 
zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri 
atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki yang 
sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami 
musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi 
permasalahan umat. 
b. Konsumtif Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang 
konsumtif dan digunakan untuk orang miskin dalam mengatasi 
permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara 
lain berupa alat sekolah dan bea siswa untuk para pelajar, bantuan 
sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti 
cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan 
sebagainya.46 
2) Produktif, program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif 
dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan 
gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.47  
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Penyaluran dana zakat dapat digolongkan dalam dua golongan yaitu: 
a. Produktif Konvensional, zakat diberikan dalam bentuk barang 
produktif, dimana dengan menggunakan barang tersebut, para 
mustahiq dapat menciptakan suatu usaha. 
b. Produktif Kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian 
modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti 
membangun sekolah, membangun tempat ibadah dan sebagainya. 
Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat produktif 
untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan: a)Hasil pendataan dan 
penelitian kebenaran mustahik delapan asnaf, b)Mendahulukan orang-orang 
yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan 
sangat memerlukan bantuan, c)Mendahulukan mustahik dalam wilayahnya 
masing-masing.48 
Disamping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang 
menguntungkan, dan mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. 
Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produk
tif berdasarkan: a)Melakukan studi kelayakan; b)Menetapkan jenis usaha prod
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uktif; c)Melakukan bimbingan dan penyuluhan; d)Melakukan pemantauan, pen
gendalian dan pengawasan; e)Mengadakan evaluasi; f)Membuat pelaporan.49  
Pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat didasarkan dari beberapa 
pertimbangan. Pertama,  untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran 
zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri para mustahik apabila berhadapan 
langsung untuk menerima haknya dari muzakki. Ketiga, untuk mencapai 
efesiansi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat 
menurut skala prioritas yang ada disuatu tempat misalnya apakah disalurkan 
dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan 
kegiatan usaha para mustahik. Keempat,untuk memperlihatkan syiar Islam dan 
semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, 
jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para muzakki, 
maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para mustahik lainnya terhadap 
orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.50 
Semangat untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat melalui 
program usaha produktif, yang terbukti mampu melapangkan beban 
masyarakat akibat himpitan ekonomi. Hal itu takkan mungkin terjadi tanpa 
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adanya kebaikan dan kesadaran hati para muzakki yang ditopang oleh amil 
yang profesional, amanah, dan akuntabel. Dalam pengelolaan zakat modern, 
amil memiliki posisi yang sangat penting dalam mengemas program-program 
atau produk yang berdayaguna bagi mustahik.51 
D. Kendala Seputar Pengelolaan Badan Amil Zakat 
Walaupun dorongan untuk merealisasikan zakat itu cukup besar, namun, 
masih terdapat masalah-masalah tertentu yang mejadi hambatan 
pelaksanaannya. Di antaranya adalah:52 
1. Pemahaman Zakat 
Yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian umat 
Islam tentang lembaga zakat. Pengertian mereka sangat terbatas kalau 
dibandingkan dengan pengertian mereka tentang shalat dan puasa, misalnya. 
Ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam dimasa lampau yang 
kurang menjelaskan pengerian dan masalah zakat ini. Akibatnya, karena 
kurang paham umat Islam kurang pula melaksanakannya.  
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2. Konsepsi Fikih Zakat  
Yang dimaksud dengan konsepsi fikih zakat adalah konsep pengertian 
dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia. Dalam Al Quran hanya 
disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian dijelaskan oleh Sunnah Nabi 
Muhammad saw. Penjabarannya, yang tercantum dalam kitab-kitab fikih lama, 
tampaknya tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Fikih zakat yang ada 
yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia hampir 
seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad lalu, yang dipengaruhi 
oleh situasi dan kondisi (setempat) masa itu. Perumusan itu banyak yang tidak 
tepat untuk dipergunakan mengatur zakat dalam masyarakat modern. 
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang, yang mempunyai sektor-sektor 
industri, pelayanan jasa, misalnya, tidak tertampung oleh fikih zakat yang telah 
ada. 
3. Pembenturan Kepentingan 
Yang dimaksud dengan pembenturan kepentingan adalah pembenturan 
kepentingan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga sosial Islam yang 
memungut zakat selama ini dengan misalnya Bazis atau BAZ sebagai lembaga 
atau organisasi zakat baru. Kalau pengumpulan zakat dilakukan secara 
terkordinasi dalam badan-badan baru itu, lembaga yang lama merasa khawatir 
kepentingannya akan terganggu. Sesungguhnya, kekwatiran ini tidak perlu ada 
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asal saja semua dilaksanakan dengan tertib dan berencana, baik mengenai 
pengumpulan maupun mengenai pendayagunaan. 
4. Hambatan Politis    
Terdapat juga hambatan politis dalam penyelenggaraan pengumpulan 
zakat, sebab di dalam masyarakat masih terdapat kelompok-kelompok yang 
menghubungkan ibadah zakat dengan piagam penghargaan. Pandangan ini 
tentu saja tidak dapat dibenarkan, karena pasal 29 ayat 2 UUD 1945 menjamin 
kebebasan penduduk (terutama warga negaranya) untuk beribadah menurut 
agamanya. Zakat adalah ibadah yang wajib ditunaikan oelh setiap muslim yang 
memenuhi syarat, sama halnya dengan kewajiban ibadah shalat, puasa, dan haji 
yang merupakan bagian dari syariat Islam. Dan dengan atau tanpa piagam 
penghargaan.  Zakat yang secara mikro merupakan ibadah umat islam, secara 
makro dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bangsa 
Indonesia. 
5. Sikap Kurang Percaya  
Disamping kesadarannya yang semakin tumbuh dalam masyarakat 
islam Indonesia tentang pelaksanaan zakat dalam masyarakat, ada juga sikap 
kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Sikap ini sesungguhnya 
ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus zakat. Sikap ini 
sesungguhnya ditujukan kepada orang atau sekelompok orang yang mengurus 
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zakat. Sikap ini adalah peninggalan sejarah, seperti sikap kurang percayanya 
orang terhadap pelaksanaan koperasi, karena kesalahan-kesalahan yang dibuat 
oleh pengurusnya. Namun sikap, ini akan dapat dikurangi, jika tidak dapat 
dihapuskan sama sekali, kalau diciptakan organisasi yang baik terutama system 
administrasinya, pengawasan yang ketat dan sempurna. 
6. Sikap Tradisional   
Penghambat lain adalah kebiasaan para wajib zakat, terutama 
dipedesaan, menyerahkan zakatnya tidak kepada kedelapan kelompok atau 
beberapa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada 
pemimpin agama setempat. Pemimpin agama ini tidak bertindak sebagai amil 
yang berkewajiban membagikan atau menyalurkan zakat kepada mereka yang 
berhak menerimanya,tetapi bertindak sebagai mustahik sendiri dalam kategori 
sabilillah yakni orang yang berjuang dijalan Allah. Cara dan sikap ini tidak 
sepenuhnya salah, namun, sikap tersebut seyogyanya ditinggalkan, diantaranya 
untuk menghindari penumpukan zakat pada orang tertentu, padahal salah satu 










A. Populasi dan Sampel. 
Metode penelitian  yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif 
yang bersifat deskriptif  dan cenderung menggunakan analisis dengan 
pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan 
dalam penelitian kualitatif. Landasan teori  dimanfaatkan sebagai pemandu 
agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori 
juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian 
dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan mendasar 
antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian 
kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju 
data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang 
digunakan; sedangkan dalam penelitian kualitatif  peneliti bertolak dari data, 
memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan 
suatu “teori”. 
Penelitian kualitatif jauh lebih subyektif daripada penelitian atau survei 
kuantitatif dan menggunakan metode sangat berbeda dari mengumpulkan 
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informasi, terutama individu, dalam menggunakan wawancara secara 
mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan 
penjelajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil 
yang diwawancarai secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab 
pertanyaan umum, dan interviewer, dengan tanggapan mereka untuk 
mengidentifikasi dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang 
gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah penelitian.  
Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada 
kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari interviewer atau responden.53 
1. Populasi 
Menurut Suharisi Arikunto, bahwa yang dimaksud dengan  
“populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang ingin dikaji.”54  
Sedangkan menurut Hermawan Warsito mengemukakan bahwa  
“populasi ialah sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek 
penelitian dan elemen populasi itu merupakan suatu analisis, dan juga 
populasi itu merupakan sekelompok objek, baik manusia, gejala, benda, 
ataupun peristiwa.” 55  
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Selanjutnya Ine I. Amirman mengatakan bahwa  
“populasi adalah semua objek yang diteliti, baik berupa orang, benda, 
nilai, kejadian, maupun hal-hal yang terjadi”.56 
Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa populasi 
yang penulis maksud disini adalah semua masyarakat yang tercakup sebagai 
Muzakki pada Badan Amil Zakat kota Makassar dalam  wilayah  kota 
Makassar. 
2.  Sampel 
Setelah populasi ditentukan dengan jelas, yang jumlahya cukup banyak, 
maka untuk efisiensi dengan jumlah data yang cukup banyak disamping 
mengeluarkan biaya yang besar dan membutuhkan waktu yang tidak cepat jika 
harus meneliti semua populasi yang ada. Oleh karena itu, penulis hanya 
meneliti sebagian dari populasi (sampel), sehingga dapat diharap bahwa hasil 
yang diperoleh akan memberikan gambaran yang sesuai dengan populasi yang 
bersangkutan. 
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Adapun pengertian sampel menurut Nawawi hadari adalah merupakan 
proses penarikan sebahagian subjek, gejala, atau objek yang ada pada 
populasi.57 
Sedangkan menurut Mardalis sampel ialah sebagaian dari individu 
yang menjadi objek atau sasaran penelitian.58  
Tujuan penentuan sampel adalah untuk perolehan keterangan mengenai 
penelitian dengan cara mengamati hanya sebahagian dari populasi sebagai 
suatu cerminan dari populasi yang diteliti. Dengan alasan tersebut, sehingga 
penelitian biasanya hanya dilakukan terhadap sampel yang telah dipilih saja 
yang penting sampel tersebut mewakili populasi yang akan dijadikan 
generalisasi nantinya. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 orang, yang terbagi 
dari berapa variabel  yaitu dari, jenis kelamin,  pendidikan, usia dan pekerjaan 
responden. Dalam menentukan sampel dengan teknik tersebut diatas, maka ada 
beberapa cara atau teknik yang dapat ditempuh, namun dalam penelitian ini 
penulis hanya menggunakan random sampling. Dimana teknik penentuan atau 
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pembentukan sampel menganggap semua elemen populasi mempunyai 
kemungkinan yang sama untuk masuk dalam sampel. Hal ini dapat dipahami 
seperti apa yang dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto, “random sampling 
adalah teknik penentuan sampel dimana semua elemen populasi mempunyai 
kemungkinan yang sama sebagai sampel.”59 
Pengambilan sampel dengan teknik tersebut diatas, penulis 
memperkirakan bahwa setiap individu atau sampel penelitian mempunyai 
kedudukan yang sama dari segi penelitian. Ada kriteria yang memungkinkan 
kesamaan tersebut. Hal inilah yang penulis nilai sehingga mempergunakan  
teknik  ini, karena teknik yang sederhana dan penyimpangan data dapat 
diminimalisir sehingga penulis berharap kesalahan data tidak terjadi dan 
penelitian dapat berjalan dan perolehan hasil dapat sesuai harapan. 
B. Instrumen Penelitian 
Instrument penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh 
peneliti untuk mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan 
hasilnya lebih baik, dalam artian lebih cermat, lengkap, dan sistematis 
sehingga lebih mudah dikelolah.60 Instrument penelitian merupakan suatu 
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unsur yang amat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai 
sarana pengumpul data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian 
yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus sesuai 
dengan situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Sehingga nantinya 
memudahkan dalam merangkum permasalahan. 
Pemilihan istrumen penelitian sangat ditentukan oleh beberapa hal, yaitu 
objek penelitian, sumber data, waktu, dana yang tersedia, jumlah tenaga 
peneliti, dan teknik yang akan dipergunakan untuk mengelolah data bila telah 
terkumpul.61 Dengan melihat permasalahan dan aspek yang hendak diukur dan 
diteliti dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan instrument sebagai 
berikut: 
1.Wawancara (Interviuw): yaitu penulis mengadakan wawancara secara 
langsung kepada karespondensi, yang secara langsung aktif menjadi 
Muzakki pada Badan Amil Zakat kota Makassar dan kepada dua orang 
karyawan dan Pimpinan Badan Amil Zakat Kota Makassar. 
2.Observasi (pengamatan): yaitu suatu metode penelitian dengan jalan 
mengadakan pengamatan dilapangan atau dapat juga dikatakan bahwa 
observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan 
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pengamatan terhadap objek, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, dalam hal ini penulis mengamati Perilaku Muzakki terhadap 
keputusannya menjadi Muzakki pada Badan Amil Zakat kota Makassar. 
3. Angket atau Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan  tertulis yang 
digunakan untuk memperoleh informasi responden. Dalam hal ini 
penulis mengedarkan angket kepada muzakki aktif  pada Badan Amil 
Zakat kota Makassar yang berada di kota Makassar. Adapun angket 
yang penulis maksud bersifat tertutup. 
4. Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data dengan langsung mencatat 
sumber-sumber informasi tertulis maupun tidak tertulis baik itu berupa  
dokumen-dokumen tertulis berupa buku-buku ataupun dari hasil 
wawancara dengan muzakki yang berwenang memberikan informasi 
terkait dengan penelitian ini. Yang didapat dari observasi penulis 
terhadap obyek penelitian yaitu muzakki aktif pada Badan Amil Zakat 
kota Makasssar. 
C.  Prosedur Pengumpulan Data 
1. Tahap Persiapan 
Tahap ini dimulai pada waktu penyusunan draf skripsi telah usai, 
terutama pada bagian komposisi bab sebagai acuan pembahasan. Setelah 
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selesai penulis kemudian melanjutkan pengurusan surat pengantar dari fakultas 
untuk memperoleh izin penelitian dari gubernur pada bagian penelitian atau 
kesatuan bangsa. Surat pengantar yang diperoleh kemudian dibawah ke kantor 
walikota pada bagian kesatuan bangsa guna diteruskan pada obyek penelitian 
yaitu muzakki Badan Amil Zakat kota Makassar. Pada saat tersebut peneliti 
telah menyiapkan instrument penelitian seperti pedoman wawancara dan 
angket. 
2. Tahap Pelaksanaan 
Adapun metode pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan 
dalam penyusunan ini dilakukan melalui beberapa metode berikut ini: 
a. Penelitian lapangan (field research), yaitu penulis mengumpulkan data 
dilapangan dengan memilih obyek penelitian yaitu muzakki aktif pada 
Badan Amil Zakat kota Makassar. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan beberapa metode sebagai berikut: 
• Observasi, yaitu penelitian mencari objek yang diteliti pada muzakki 
aktif pada Badan Amil Zakat kota Makassar. 
• Interview, yaitu penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung 
dengan informan yang dianggap perlu, dalam hal ini para Muzakki 
aktif pada Badan Amil Zakat kota Makassar. 
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• Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data yang ada dengan 
cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi dengan 
mengamati secara langsung tingkah laku dari para muzakki. 
• Menyediakan angket kepada para muzakki aktif  pada Badan Amil 
Zakat kota Makassar. 
b. Library Research, yaitu proses pengumpulan data dengan mengkaji dan 
mendalami beberapa buku literatur yang dianggap memiliki relevansi 
dengan kajian yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam pengkajian dan 
pengelolaan literatur ini, data yang dibutuhkan kemudian dimasukkan 
sebagai pelengkap atau penjelas atas dasar-dasar yang diteliti dengan 
menggunakan tata cara penulisan sebagai berikut: 
• Kutipan langsung : yaitu penulis membaca buku-buku yang berkaitan 
dengan masalah yang dibahas kemudian dikutip isi buku itu tanpa 
mengurangi dan menambah kata-katanya. 
• Kutipan tidak langsung , yaitu setelah penulis membaca buku yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian penulis 
menganalisanya lalu dirangkai menjadi suatu kalimat yang 
dibahasakan sendiri tetapi tidak lepas dari hasil bacaan. 
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Disamping itu, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 
beberapa metode pendekatan penelitian. Adapun metode yang penulis maksud 
adalah sebagai  berikut: 
• Pendekatan Syar’i, yaitu penulis dalam penulisan skripsi ini 
berpegangan pada dalil-dalil Al-Quran dan Hadits Nabi sebagai 
sumber pokok. 
• Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan yang berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
• Pendekatan sosiologi, yaitu pendekatan permasalahan yang bertujuan 
untuk mendapatkan fakta-fakta dalam masyarakat dan dicarikan 
solusinya dalam pembahasan skripsi ini nantinya. 
D. Teknik Analisis Data 
Setelah peneliti mengumpulkan data baik dari lokasi penelitian maupun 
dari literatur-literatur lainnya, bertanda data tersebut siap di kelola. Adapun 
teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu 
menganalisis data yang terkumpul dari hasil kepustakaan, objek penelitian 
berupa segala sumber-sumber tertulis yang ada yang kemudian data tersebut 
siap dikelola. Data yang bersifat kuantitatif  sendiri diperoleh dari hasil 
wawancara dan observasi. 
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Data yang bersifat kuantitatif dianalisis datanya secara teknik berupa 
angka-angka untuk menjelaskan data hasil penelitian berupa persentase. 
Adapun analisis data statistik  tersebut dirumuskan sebagai berikut: 
P=F/Nx 100% 
Keterangan : P =  Presentase 
   N = Jumlah subjek 
    F =  Frekuensi yang sedang dicari presentasenya  
Data primer dan skunder yang telah terhimpun kemudian disusun secara 
sistematis lalu dianalisis secara kuantitatif  yang mana di sini banyak di tuntut 
menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, 
serta penampilan dari hasilnya. Namun harus diingat bahwa data kuantitatif ini 
hanyalah sebagai pendukung data kualitatif.62  
Untuk itu data-data kuantitatif amat di butuhkan dalam penelitian 
lapangan. Adapun teknik analisis dalam kuantitatif itu sendiri dapat dilakukan 
4 cara yaitu: 
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59 
 
a. Analisis induktif, yaitu pengelolaan data atau menganalisis data dari 
pernyataan yang bersifat khusus kemudian menarik suatu kesimpulan 
yang umum. 
b. Analisis deduktif, yaitu menganalisis data yang bersifat umum, kemudian 
menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. 
c. Analisis komparatif, yaitu penulis mengawali analisis data dari suatu 
kesimpulan  dengan lebih dahulu mengadakan perbandingan antar satu 
data/ pendapat dengan pendapat lainnya lalu ditetapkan kesimpulannya. 
d. Presentase yaitu teknik pengelolaan data dengan cara menjawab data dari 












HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, maka penulis mengadakan 
penelitian di lembaga yang terkait, dalam hal ini Badan Amil Zakat kota 
Makassar. Penulis juga melakukan penelitian dengan mengambil sampel  
kepada empat puluh orang muzakki pada Badan Amil Zakat kota Makassar 
dengan cara kuisioner. Hal tersebut tentunya berkenaan dengan proses 
pengumpulan data mengenai pengelolaan dana zakat yang mempengaruhi 
kepuasan muzakki menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat kota 
Makassar. 
Untuk mengetahui lebih mendalam mengenai pengoptimalisasian dana 
zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat kota Makassar terlebih dahulu 
penulis akan memberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimulai dari 






1. Selayang Pandang Badan Amil Zakat Kota Makassar. 
Sebelum bernama BAZ lembaga ini bernama BAZIS (Badan Amil 
Zakat, imfak dan Shadaqah) lembaga ini berdiri pada tahun 2002 dengan 
tujuan untuk menghimpun dana zakat, infak dan shadaqah. Mula-mula jenis 
dana yang dihimpun hanya infaq haji, dengan berdasarkan pada himbauan 
Walikota Makassar, karena dianggap belum memiliki kepastian hukum, maka 
dibentuk satu tim untuk merancang perda Zakat dan dikeluarkan pada tahun 
2006, RANPEDA tersebut diperdakan maka bergantilah nama menjadi Badan 
Amil Zakat Kota Makassar.63 
Setelah tim RANPERDA zakat dari BAZ kota Makassar menyelesaikan 
Ranperda, maka melalui pemerintah Kota Makassar mengusulkan Ranperda 
zakat tersebut ke DPRD Kota Makassar, kemudian disetujui dan ditetapkan 
menjadi PERDA ZAKAT pada tahun 2006. Perda inilah yang kemudian 
menjadi amanat untuk membangun umat bagi BAZ kota makassar. Setelah 
diperdakan, tahun 2007 baru berlaku efektif dan Alhamdulillah banyak hal 
yang dilakukan sebagai implementasi dari perda tersebut. 
Badan Amil Zakat kota Makassar sebagai badan / lembaga yang 
dibentuk oleh pemerintah kota Makassar untuk mengawal Perda No. 5 tahun 
2006 tentang zakat tersebut, telah banyak melakukan upaya untuk membangun 
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umat, dengan jalan memberdayakan potensi diri warga kota yang berekkonomi 
lemah dan potensi dana zakat yang tersedia sebagai ikhtiar untuk 
membebaskan warga dari belenggu kemiskinan. Badan  Amil  Zakat Kota 
Makassar berkantor di jalan Teduh bersinar No. 564 
Perda No.6 tahun 2006, merupakan tindak lanjut dari UU zakat. Perda 
tersebut merupakan produk DPRD Kota Makassar atas usul Pemerintah kota, 
tujuannya untuk mengikat pemerintah dan masyarakat muslim dalam hal zakat. 
Perda ini merupakan suatu langkah maju sebab dulu zakat dikelola secara 
konvensional dan tradisional karena diserahkan ke imam mesjid, Guru Mengaji 
dan penghulu tanpa sentuhan manajemen dan administrasi yang, sekarang 
Zakat dikelola dengan Administrasi, transparan dan bisa dipertanggung 
jawabkan. 
2. Profil Badan Amil Zakat Kota Makassar 
Badan Amil Zakat Kota Makassar terbentuk dengan berlandaskan 
hukum peraturan Daerah No. 5 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat dan 
peraturan Wali Kota No. 3 tahun 2007 tentang pembentukan susunan 
organisasi dan tata kerja Amil Zakat Kota Makassar. 
Badan Amil Zakat kota Makassar mempunyai visi yaitu terwujudnya 
masyarakat sadar zakat dan terciptanya Amil Zakat yang amanah, profesional, 
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transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat islam. Dan adapun 
misi dari Badan Amil Zakat kota Makassar yaitu: 
1) Mewujudkan masyarakat sadar zakat, infaq dan shadaqah. 
2) Mengoptimalkan pengumpulan ZIS serta mendayagunakan ZIS. 
3) Mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan 
masyarakat. 
BAZ kota Makassar mempunyai ethos kerja yaitu, Rahmat, saya bekerja 
tulus penuh semangat. Amanah,saya bekerja benar bertanggung jawab. 
Panggilan, bekerja tuntas penuh integritas. Aktualisasi,bekerja keras dan penuh 
semangat. Ibadah, bekerja dengan penuh keindahan. Seni, bekerja dengan 
penuh cipta. Kehormatan, bekerja unggul,penuh ketekunan. Pelayanan, 























































































B. Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Makassar  
1. Tarif Zakat Kota Makassar (Jenis Zakat, Nisab, dan Waktunya)65 
a. Emas, Perak dan Uang 
Tabel I 
Jenis Harta Nisab Kadar Waktu Keterangan 
1. emas batangan, 
perhiasan, perlengkapan, 





2,5% 1 tahun 
Perhiasan emas/ 
perak yang dipakai 
sehari-hari dizakati 
sekali. 







2,5% 1 tahun 
  
3.logam mulia(platina 






2,5% 1 tahun 
  








2,5% 1 tahun 
  
Sumber data : Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar 
Dari tabel diatas, dikatakan bahwa emas (perhiasan, batangan dll), 
Logam mulia ( platina, mutiara,intan dll) dan uang simpanan atau tabungan 
dikenakan nizab setara dengan 92 gram emas murni kecuali perak dikenakan 
nizab  642 gram dikarenakan mayoritas harga perak lebih murah dibandingkan 
dengan harga emas. Masing-masing jenis harta diatas dikenakan kadar 2,5% 
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dari harta dan dalam waktu 1 tahun dan perhiasan emas atau perak yang 
dipakai sehari-hari dizakati hanya sekali saja. 
 
b.  Perusahaan dan Perdagangan 
Tabel II 
Jenis Harta Nisab Kadar Waktu Keterangan 
1. industri : semen, 
pupuk, terigu, tekstil, 
batubata, dan sejenisnya 
senilai. 
92 
gram 2,5% 1 tahun 
Yang dihitung 
netto. 
2. Usaha Hotel, restoran, 




2,5% 1 tahun 
  
3.Perdagangan, eksportir, 
kontraktor, real estate, 
percetakan, mall, 
swalayan dan sejenisnya. 
92 
gram 
2,5% 1 tahun 
  




gram 2,5% 1 tahun 
  
 
Sumber data : Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar  
Perusahaan dan perdagangan seperti yang telah disebutkan dalam tabel 
diatas dikenakan nisab 92 gram emas murni yang masing-masing kadar 2,5% 




c. Hasil Pertanian dan Tumbuh-tumbuhan 
Tabel III 








panen 5% bila dibiayai 
2. biji-bijian seperti 






panen 10% bila alami 





panen   





panen   





panen   





panen   
 
Sumber data : Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar  
 
Tarif zakat yang dikenakan pada hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan  
seperti padi, biji-bijian, tanaman hias, rumputa-rumputan, buah-buahan, sayur-
sayuran dikenakan nizab 1481 kg gabah atau 815 kg beras denagn kadar 5% 
apabila pertanian itu menggunakan biaya seperti irigasi air dan 10% apabila 
pengairannya langsung dari air hujan karena mengurangi modal produksi. Dan 




d. Perkebunan  
Tabel IV 
Jenis Harta Nisab Kadar Waktu Keterangan 









5% bila dibiayai 
10% bila alam 
 
Sumber data : Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar  
Seperti hasil pertanian, hasil perkebunan jiga dikenan nisab sama 
dengan nisab padi dan kadar 5% bila dibiayai dan 10% bila tidak dibiayai dan 
haulnya setiap panen. 
e. Perikanan  
Tabel V 
Jenis Harta Nisab Kadar Waktu Keterangan 







panen 5% bila dibiayai  
10% bila alam 









Sumber data : Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar 
Tarif zakat perikanan disamakan dengan tarif pertanian dan perkebunan, 
nisab sama dengan nisab padi yaitu 1481 kg gram gabah atau 815 kg gram 
beras, dengan kadar 5% apabila diperoleh hartanya dengan biaya yang sedikit 
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misalnya penangkapan ikan dilaut hanya dengan menggunakan perahu 
tradisional yang tidak menggunakan bahan bakar dan tambak yang tidak setiap 
hari ikannya diberi pakan.  
f. Pertambangan  
Tabel VI 
Jenis Harta Nisab Kadar Waktu Keterangan 
1. Tambang Emas 92 gram 2,5% 1 Tahun 
Yang dihitung 
netto dengan nisab 
senilai 92 gram 
emas murni 
2. Tambang Perak 92 gram 2,5% 1 Tahun   
3. Tambang Platina dsb 92 gram 2,5% 1 Tahun   
4. Tambang Batu-batuan 92 gram 2,5% 1 Tahun   
5. Tambang Minyak Gas 92 gram 2,5% 1 Tahun   
6. Tambang Pasir/ batu 
gunung 
92 
gram 2,5% 1 Tahun   
 
Sumber data : Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar  
Hasil pertambangan disamakan dengan tarif yang dikenakan untukemas, 
uang dan perusahaan yang dihitung dengan keuntungan bersih dengan nisab 





g. Peternakan  
Tabel VII 
Jenis Harta Nisab Kadar Waktu Keterangan 
1.Kambing dan 
Domba 40-120 ekor 








2.Sapi dan Kerbau 30-39 ekor 1 ekor       1 Tahun     
3.Kuda 30-39 ekor 1 ekor       1 Tahun     
4. Unggas Sama Zakat Perdagangan   
1 
tahun   
 
Sumber data : Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar  
 
Zakat peternakan untuk kambing dan domba dikenakan nisab 40-120 
ekor dengan kadar 1 ekor atau 1 tahun sedangkan untuk sapi, kerbau dan kuda 
dikenakan nisab 30-39 ekor. Adapun peternakan untuk unggas seperti ayam, 
bebek, dan sejenisnya dikenakan tarif seperti perdagangan dan semua zakat 






h. Hasil Pendapatan dan Jasa 
Tabel VIII 
Jenis Harta Nisab Kadar Waktu Keterangan 
1. Pendapatan 92 2,5% 1 tahun 
Dibayar pada awal 
tahun berikutnya 
dan dapat diansur 
setiap menerima. 
2. Jasa 92 2,5% satiap 
menerima   
 
Sumber data : Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar  
Zakat hasil pendapatan dan jasa seperti gaji, honorium jasa produksi, 
konsultan, dokter, pengacara atau bisa dikatakan sebagai zakat profesi. Untuk 
pendapatan dikenakanhaul setiap satu tahun dengan nisab setara dengan 92 
gram emas dan kadar 2,5% sama dengan pendapatan jasa tetapi jasa dikenakan 
haul setiap menerima. Dibayarkan pada awal tahun berikutnya dan dapat 
diansur setiap menerima. 
i. Rikaz  
Tabel IX 





dapat Dihitung dari netto 
 
Sumber data : Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar  
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Rikaz dalam bahasa arab berasal dari kata “ rakaza” yang artinya 
tersembunyi, dalam bahasa populer bisa dikatakan dengan harta karun. Rikaz 
tidak disyaratkan mencapai haul dan dikeluarkan pada saat mendapatkan  
dengan kadar 20% dihitung dari netto. 
j. Zakat Fitrah 
Tabel X 
Jenis Harta Nisab Kadar Waktu Keterangan 













Sumber data : Kantor Badan Amil Zakat Kota Makassar  
 Zakat fitrah hanya dikeluarkan satu kali dalam satu tahun dan 
dibayarkan selambat-lambatnya sebelum shalat idul fitri dengan kadar kurang 
lebih 4 liter beras atau dengan uang yang setara dengan harganya. 
Tabel tersebut diatas merupakan persyaratan penting yang harus 
diketahui oleh masyarakat kota Makassar, jangan-jangan umat Islam sudah 
kena syarat berzakat tetapi tidak melaksanakan kewajibannya. Sebaliknya, 
jangan-jangan umat Islam merasa menunaikan kewajiban berzakat padahal 
mbelum memenuhi syarat. Amil zakat harus kuasai teknik pemasaran, yaitu 
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memiliki kinerja yang profesional kualitas, gaya, dan serius sehingga muzakki 
merasa puas dan senang. Juga berpegangan pada spritual marketing, yaitu 
mampu menyenangkan, memberikan kepuasan, dan membahagiakan setiap 
unsur yang terlibat dalam pengelolaan zakat melalui etos kerja senyum, salam, 
dan santun. 
2. Pandangan Muzakki Terhadap Pengelolaan Zakat di Badan Amil 
Zakat Kota Makassar 
Eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif 
pada hakekatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Disatu sisi zakat 
merupakan ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan 
menjadi salah satu ukuran kepatuhan seorang hamba terhadap Allah SWT. 
Disisi lain zakat juga merupakan variabel utama dalam menjaga kestabilan 
sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus 
berlangsungnya sistem keamanan sosial yang terpadu. 
Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipat gandakan 
harta masyarakat. Proses pelipat gandaan ini dimungkinkan karena zakat dapat 
meningkatkan permintaan dan penawaran dipasar. Yang kemudian mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Permintaan pendapatan ini terjadi karena perekonomian 
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mengakomodasi golongan mustahik untuk memenuhi kebutuhan minimalnya 
sehingga pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan meningkat. 
Melihat kondisi tersebut diatas dapat dikatakan bahwa sesungguhnya 
keberadaan zakat amat fital dalam perekonomian. Karena zakat sebagai salah 
satu instrument dalam ekonomi Islam yang dapat dijadikan sebagai jaminan 
sosial. Zakat juga menjanjikan sistem keamanan perekonomian. Sebab dengan 
diberlakukannya zakat, perekonomian dapat terus berjalan meskipun dalam 
tingkat minimum.  Hal tersebut dikarenakan kebutuhan konsumsi minimum di 
jamin oleh dana zakat. Ini berarti bahwa instrument zakat dapat dijadikan 
prisai terhadap krisis perekonomian dimana kemampuan konsumsi oleh zakat 
mengalami stagnasi.66  
Oleh karena fitalnya zakat itu, bukan hanya pada bidang ibadah, sosial, 
juga terhadap ekonomi. Maka pada instrument zakat mesti diadakan 
optimalisasi yang khusus, dimana melihat potensi zakat dan pengelolaan yang 
yang efektif itu amat besar dalam upaya mewujudkan perekonomian yang 
makmur. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, mengenai 
efektivitas pengelolaan badan amil zakat terhadap kepuasan muzakki di badan 
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amil zakat kota makassar. Berikut ini disajikan pengolahan data dari angket 
dalam bentuk persentase. 
 
Tabel XI 
Pemahaman Muzakki terhadap pengelolaan BAZ kota Makassar. 
no Alternative jawaban Frekuensi Persentase 
1 Paham  18 45% 
2 Kurang Paham 20 50% 
3 Tidak Paham 2 5% 
Jumlah 40 100% 
 
Sumber data: Diperoleh dari angket No. 1 
Berdasarkan data diatas dapat diperoleh bahwa dari 40 responden, yang 
mengetahui tentang system pengelolaan dana zakat pada BAZ kota Makassar, 
45% diantaranya mengetahuinya karena telah dijelaskan terlebih dahulu oleh 
petugas badan amil zakat sebelum mengumpulkan zakat dari Muzakki dan 
50% dari responden kurang mengerti tetang sistem pengelolaan dana zakat 
yang elah dijelaskan oleh petugas badan amil zakat dan sebanyak 5% 
responden yang sama sekali tidak mengetahui dan memehaminya, dari 
penjelasan responden yang mengatakan bahwa petugas amil zakat sama sekali 
tidak pernah memberitahukan tentang sistem pengelolaan zakat yang 
76 
 
diterapkan. Dari data diatas dapat  dikatakan bahwa,sebagian muzakki  masih 
kurang mengerti tentang sistem pengelolaan yang diterapkan pada BAZ Kota 
Makassar. 
Berkaitan optimalisasi dana zakat, tidak terlepas dari suatu bentuk 
pemberdayaan dana zakat. Terdapat dua jalan yang ditempuh dalam 
pemberdayaan dana zakat tersebut yaitu; pertama, menyantuni mereka dengan 
memberikan dana zakat yang bersifat konsumtif atau dengan cara kedua, yaitu 
memberikan modal usaha yang bersifat produktif untuk dikelola dan 
dikembangkan. Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap 40 orang 
muzakki di Badan Amil Zakat Kota Makassar. Mengenai  tanggapan 
responden  terhadap sistem pengelolaan zakat, didapat data bahwa 87,5% 
Muzakki setuju dengan sistem pengelolaan zakat yang menyalurkan zakat 
bersifa konsumtif dan produktif. Namun lebih banyak responden yang setuju 
bila zakat itu disalurkan secara produktif karena dapat menciptakan lapangan 
kerja. 7,5% kurang setuju dengan alasan bahwa zakat tersebut berpeluang 
mengalami penyimpangan dan sisanya 5% tidak setuju dengan sistem 
pengelolaan zakat tersebut. Artinya salah satu langkah yang harus dilakukan 
oleh Badan Amil Zakat Kota Makassar dalam rangka pemenuhan kepuasan 





Tanggapan Muzakki terhadap sistem pengelolaan Zakat BAZ Kota 
Makassar 
no Alternative jawaban Frekuensi Persentase 
1 Setuju  35 87,5% 
2 Kurang Setuju 3 7,5% 
3 Tidak Setuju 2 5% 
Jumlah 40 100% 
 
Sumber data : Diperoleh dari angket No.2 
C. Pendayagunaan Zakat di BAZ kota Makassar dalam Memenuhi 
Kepuasan Muzakki 
Badan Amil Zakat Kota Makassar sebagai badan atau lembaga yang 
dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar untuk mengawal perda No. 5 tahun  
2006 tentang zakat tersebut, telah banyak melakukan upaya untuk membangun 
umat, dengan jalan memberdayakan potensi diri warga kota yang berekonomi 
lemah dan potensi dana zakat yang tersedia sebagai ikhtiar untuk 





a. Program Penyaluran Dana Yang Di terapkan oleh Badan Amil Zakat 
Kota Makassar 
Program penyaluran dana yang dilaksanakan oleh BAZ kota makassar 
meliputi beberapa bidang, yaitu sebagai berikut: 
1. Sosial 
Dalam bidang sosial BAZ Kota Makassar cukup tanggap dan peduli 
dengan musibah yang dialami warga kota, misalnya, untuk musibah kematian, 
maka BAZ Kota Makassar menyiapkan program layanan sosial berupa dua 
unit mobil ambulance yang digunakan secara gratis untuk wilayah kota 
Makassar dan sekitarnya. Sedangkan bagi korban kebakaran, BAZ kota 
Makassar juga menyiapkan bantuan sosial berupa selimut, sarung, mukena, 
baju koko, dan lain-lain. 
2. Pendidikan 
Dalam bidang pendidikan BAZ kota Makassar menyiapkan dan 
memberikan bantuan beasiswa bagi pelajar, mahasiswa, S1,S2, dan S3, serta 
memberikan bantuan berupa intensif untuk para guru mengaji secara bergilir 







Dalam bidang kesehatan, BAZ kota Makassar menyiapkan dan 
melaksanakan program layanan kesehatan gratis berupa sunatan massal dengan 
mengundang anak-anak dari warga kota yang berekonomi lemah. 
4. Ekonomi  
Dalam bidang ekonomi, BAZ Kota Makassar menyiapkan dan 
melaksanakan program produktif untuk memberdayakan umat, berupa program 
dana bergulir yang telah  sukses dilaksanakan di Kelurahan Bira kecamatan 
Biringkanaya. Selain itu BAZ Kota Makassar juga mengadakan program 
kursus menjahit, memasak, tata busana, kursus keterampilan tenaga perawatan 
dan perbaikan AC yang pesertanya diundang dari gelandangan dan pengemis 
dan juga beberapa orang pengemis. yang sudah berlangsung selama tiga 
angkatan sejak tahun 2007. 
5. Ibadah  
Dalam bidang ibadah dan pembinaan aqidah, BAZ Kota Makassar 
menyiapkan dan melaksanakan program pembinaan berupa pengajian rutin 
yang dibawakan oleh para Ustadz yang merupakan pengurus BAZ Kota 
Makassar, juga Akademisi dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 
dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu, diadakan buka puasa 
bersama anak yatim dan panti asuhan. BAZ Kota Makassar juga menyiapkan 
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dan memberikan bantuan pembangunan Masjid yang diserahkan oleh Walikota 
Makassar pada setiap Masjid yang dikunjungi. Ada juga penyerahan bantuan 
jadwal shalat kepada pengurus masjid dan lain-lain. 
 Dalam rangka intensitas pengumpulan zakat dan infaq warga kota, 
BAZ Kota makassar mulai bulan Oktober 2009 melaksanakan program 
menjemput zakat, dengan mendatangi instansi pemerintahan maupun swasta, 
BUMN, perhotelan, Sow room motor dan mobil, mall-mall untuk mengajak 
berzakat sesuai kadar atau ketentuan menurut jenis dan jumlah harta yang 
dimiliki. 
b. Mekanisme Pengelolaan Zakat  
Berbicara mekanisme pengelolaan dana zakat tidak terlepas dari tiga 
kegiatan utama yaitu mekanisme pengumpulan, mekanisme penyaluran atau 
pendistribusian dan mekanisme pemberdayaan. Ketiga item tersebut akan 
menjadi indikator penilaian dalam upaya pendayagunaan zakat  tepat sasaran. 
Menilik pada ketiga indikator tersebut tak dapat dipungkiri kesemuanya 
merupakan bagian dari tugas amil zakat sebagai pengelola zakat yang 
disebutkan dalam Al-Quran, semisal dalam surat At-Taubah ayat 60 yang 
menyebutkan semua asnaf penerima zakat. Berdasarkan kuisioner yang penulis 
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adakan tentang kepuasan muzakki terhadap pengelolaan zakat pada BAZ Kota 
Makassar diperoleh data sebagai berikut: 
Tabel XIII 
Kepuasan Muzakki terhadap sistem pengelolaan Zakat 
 
 
Sumber data: diperoleh dari angket No. 3 
Dari data diatas 55% muzakki puas dengan sistem pengelolaan zakat, 
menurut responden pengelolaan zakat di BAZ Kota Makassar sudah 
mengalami kemajuan dengan berbagai program yang dilaksanakan dan 
dukungan dari pemerintah kota Makassar  20% mengungkapkan kurang puas 
karena masih seringnya terdapat penyimpangan, terutama pada penggunaan 
fasilitas-fasilitas kantor, seperti misalnya pernyataan yang dikatakan oleh 
responden yang manjadi Muzakki “ Mobil Ambulance BAZ jangan dipakai ke 
acara pengantin”. Dan 25% diantaranya tidak puas dengan sistem pengelolaan 
zakat yang di terapkan oleh Badan Amil Zakat kota Makassar dengan alasan 
no Alternative jawaban Frekuensi Persentase 
1 Puas 22 55% 
2 Kurang Puas 18 20% 
3 Tidak puas 10 25% 
Jumlah 40 100% 
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zakat tersebut tidak disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan tetapi 
hanya kepada pihak-pihak tertentu saja. Dari 40 muzakki yang penulis teliti, 
hanya terdapat 22 orang atau hanya 55% yang menjawab puas dengan sistem 
pengelolaan zakat di BAZ Kota Makassar, selebihnya mengatakan kurang puas 
dan tidak puas, artinya BAZ Kota Makassar perlu lebih meningkatkan sistem 
pengelolaannya. 
Salah satu alternatif yang harus dilakukan oleh Badan amil Zakat dalam 
rangka pemenuhan kepuasan muzakki dalam membayar zakat yaitu dengan 
cara memberikan penjelasan tentang mekanisme pengelolaan dana zakat mulai 
dari proses pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran kepada para Mustahik.   
( diperoleh dari angket pertanyaan No. 2). Dari hasil penelitian diperoleh data 
sebagai berikut: 
Tabel XIV 
Penjelasan oleh BAZ terhadap Muzakki Mengenai sistem pengelolaan 
Zakat 
no Alternative jawaban Frekuensi Persentase 
1 Memberikan  16 40% 
2 Kurang Memberikan 19 47,5% 
3 Tidak Memberikan 5 12,5% 
Jumlah 40 100% 
 
Sumber data: diperoleh dari angket No. 5 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh data bahwa 40% responden 
mengatakan bahwa BAZ Kota Makassar memberikan penjelasan tentang 
pengelolaan zakat kepada Muzakki, seperti penjelasan tentang cara 
pengelolaannya, program-program yang dilaksanakan serta kepada siapa zakat 
itu diberikan. 47,5% responden mengatakan kurang memberikan atau kurang 
maksimal karena penjelasan itu hanya diberikan sewaktu petugas amil zakat 
memungut zakat dari muzakki dan 12,5% lainnya mengatakan bahwa BAZ 
Kota Makassar sama sekali tidak memberikan penjelasan mengenai hal itu. 
Dalam UU No. 38 tahun 1999  yang mengatur tentang pengelolaan 
zakat di Indonesia dan khususnya di kota Makassar telah dikeluarkan Peraturan 
Daerah No.6 tahun 2006 tentang pengelolaan zakat sebagai landasan hukum 
pengelolaan zakat, berdasarkan kedua peraturan tersebut BAZ menjadikan 
sebagai landasan dalam pengelolaan dana zakat. Dari hasil survei diperoleh 
data sebagai berikut yang terkait tentang keyakinan para Muzakki bahwa BAZ 








Pengelolaan zakat sesuai dengan peraturan yang berlaku 
no Alternative jawaban Frekuensi Persentase 
1 Yakin  30 75% 
2 Kurang Yakin 8 20% 
3 Tidak Yakin 2 5% 
Jumlah 40 100% 
 
Sumber data: diperoleh dari angket No. 4 
Dari tabel diatas bahwa 75% muzakki atau responden meyakini bahwa 
zakat dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu peraturan yang telah 
ditetapkan oleh UU No. 38 tahun 1999  dan Perda No. 5 Tahun 2006. Dan 20% 
mengatakan kurang yakin karena masih banyak penyaluran zakat tidak 
mengenai sasaran dan sisanya 5% mengatakan tidak yakin bahwa zakat itu 
dikelola sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
D. Faktor penghambat pengelolaan zakat di BAZ kota Makassar   
Dari yang penulis telusuri dilapangan, bahwasanya organisasi pengelola 
zakat baik BAZ maupun LAZ terkendala pada masalah peraturan pemerintah 
yang cenderung belum terlalu mendalam dan mengenai objek hukum zakat, 
karena dalam perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan zakat di 
Indonesia yaitu UU No.38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat   tidak 
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menyebutkan ketentuan yang jelas mengenai sangsi dan kewajiban yang 
diberlakukan bagi si wajib zakat. Berikut hasil penelitian yang penulis lakukan 
mengenai peranan pemerintah dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat 
terhadap zakat. 
Selain dari peran dasar pemerintah dam masyarakat juga terdapat peran 
pokok pemerintah dan masyarakat dalam hal pengupayaan transformasi 
mustahiq menjadi muzakki. Pemerintah haruslah menjadi mediator dan 
fasilitator dalam hal pengupayaan pemberdayaan dana zakat yang terhimpun 
tersebut. Adapun masyarakat berperan dalam mengawasi dan turut berupaya 
untuk menyukseskan berjalan lancarnya pemberdayaan amanah zakat tersebut. 
Karena sejatinya zakat adalah amanah umat yang harus di kembalikan pada 
umat.Dalam pemberdayaan tersebut, terkadang terdapat banyak kendala yang 
menghadang baik dari sisi pemerintah begitu pun pada sisi masyarakat.  
Masalah utama yang nampak  dari sisi pemerintah adalah bahwa 
terdapat dua pungutan yang berlaku yaitu pajak dan zakat, dimana keduanya 
merupakan kewajiban baik pada sisi agama maupun sisi Negara. Lain halnya 
yang berlaku pada Negara islam yang hanya menerapkan satu pungutan saja 
yaitu zakat. Keberadaan kedua pungutan yang berlaku ini khususnya di 
Indonesia di tambah lagi kurangnya penyuluhan mengenai perzakatan 
mengakibatkan banyak pemahaman dalam masyarakat yang mengatakan 
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bahwa jika satu kewajiban telah ditunaikan maka akan gugur kewajiban yang 

















 BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dan telah diuraikan pada 
bab terdahulu, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dari pembahasan skripsi 
ini ialah sebagai berikut:  
1. Efektivitas pengelolaan Badan Amil Zakat Kota Makassar belum sesuai 
dengan yang diharapkan, disebabkan oleh kendala-kendala klasik pada 
pngelolaan seperti kurangnya kepercayaan Muzakki kepada Badan 
Amil Zakat untuk mengelola dan menyalurkan zakatnya kepada 
mustahiq. Dan masih banyak program-program yang belum terlaksana 
secara maksimal. 
2. Berdasarkan data yang diperoleh penulis, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kepuasan muzakki terhadap pengelolaan zakat di Badan Amil 
Zakat di Kota Makassar belum sempurna, terbukti dengan masih 
banyaknya keluhan-keluhan dari Muzakki baik itu masalah 
pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran yang belum transparan. 
3. Solusi yang dapat ditawarkan penulis kepada Badan Amil Zakat Kota 
Makassar agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk 
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menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Kota Makassar yaitu 
dengan pengelolaan zakat yang transparansi dan menyalurkannya 
kepada yang benar-benar berhak sesuai dengan nash yang telah 
ditentukan oleh Al Quran dan Hadist serta sesuai dengan peraturan dan 
Undang-undang yang berlaku. Serta mengadakan promosi-promosi di 
media cetak dan elektronik tentang program-program yang akan 
dilaksanakan. 
B. Saran 
Dengan bercermin dari kesimpulan yang penulis utarakan diatas, maka 
penulis mengajukan beberapa saran-saran sebagai berikut: 
1. Pemberdayaan Badan Amil  Zakat Indonesia yang dilakukan agar 
sekiranya lebih dipublikasikan secara meluas dengan memanfaatkan 
fasilitas yang ada seperti melalui media cetak dan elektronik. 
2. Program yang bergulir pada Badan Amil Zakat Kota Makassar lebih bias 
bervariasi yang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga dapat betul-betul 
berdaya guna dan tepat sasaran. 
3. Pemerintah sebaiknya segera memberi payung hukum yang jelas 




4. Kiranya publikasi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota 
Makassar harus lebih intens dan lebih maju lagi selangkah seperti halnya 
lembaga perbankan dan asuransi. 
5. Kepada semua pihak, baik masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah 
agar bersama-sama dengan organisasi pengelola zakat untuk berupaya 
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